ABSTRAK

Nama : Anisa fitri yani (NIM : 121300518) judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan
dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting” ( Studi kasus di
Pasar Baru Kranggot Cilegon —Banten).

Penetapan harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam
pemasaran suatu produk karena harga adalah salah satu dari empat bauran pemasaran,
maka harga juga adalah suatu nilai produk barang maupun jasa yang dinyatakan
dalam satuan moneter, dan Penimbunan ialah membeli sesuatu dan menyimpanannya
agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan
demikian manusia akan terkena kesulitan. Penimbun macam ini dilarang dan di cegah
karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersulit
manusia. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015
Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perumusan masalah yang akan
dibahas adalah : 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di Pasar Baru Kranggot Cilegon Banten. 2)Bagaimana
Tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Brang Kebutuhn Pokok
dan Barang Penting. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui
Implementasi Peraturan Presiden Republik Kesatuan Indonesia Nomor 71 Tahun
2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang
Penting di Pasar Baru Kranggot Cilegon Banten. 2) Untuk mengetahui Tinjauan
Hukum Islam terhadapa ketentuan Peraturan Presiden Republik Kesatuan Indonesia
Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan
Pokok dan barang Penting.

Adapun metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah
Library Research dan Field Research. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :
1)Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 2015, Pemerintah
memiliki tanggung jawab dan ikut andil dalam menjamin pasokan dan stabilisasi
harga Barang , jika terjadi kelangkaan dan gejolak harga atau harga berada dibawah
harga acuan yang ditetapkan pemerintah. 2) tinjauan hukum Islam terhadap terhadap
ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang
Penetapan dan Penyimpanan Brang Kebutuhn Pokok dan Barang Penting, dalam
penetapan harga pasar boleh atau mubah, karena metode yang digunakan dalam
penetapan harga masih positif dengan tidak meninggalkan prinsip atau tujuan
ekonomi Islam, dan ihtikar merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syariat,
karena membawa kemudharatan yang besar terhadap masyarakat.



